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In March 2020, the government officially announced that the 

COVID-19 pandemic had penetrated Indonesia. The pandemic 

that occurred also affected the public economic sector. 

Government offices implement a work from home (WFH) 

system, thereby automatically suppressing the need for 

shopping for office goods. In addition, many procurement 

processes have been hampered, even halted as a result of the 

COVID-19 pandemic. Many of the budgets previously 

earmarked for the activities of Ministries/Agencies have been 

reduced and diverted to activities to handle the COVID-19 

pandemic. This affects the realization of budget absorption 

during the covid pandemic at Ministries/Agencies. The 

realization of budget absorption at Ministries/Agencies is 

categorized into 3 (three) levels, namely: (1) low absorption 

rate if it is less than 90%; (2) moderate absorption rate if it is 

between 90% to 94.99%; and (3) high absorption rate if the 

realization of budget absorption is more than 95%.   

 
 

Pada bulan maret tahun 2020, pemerintah resmi 

mengumumkan bahwa pandemi covid-19 telah 

merambah Indonesia. Pandemi yang terjadi turut 

mempengaruhi sektor ekonomi public. Kantor-kantor 

pemerintahan menerapkan sistem work from home 

(WFH), sehingga secara otomatis menekan kebutuhan 

belanja barang keperluan perkantoran. Selain itu banyak 

proses pengadaan yang terhambat, bahkan terhenti 

sebagai akibat pandemic covid ini. Anggaran yang 

sebelumnya diperuntukkan guna kegiatan 

Kementerian/Lembaga banyak yang dikurangi dan 

dialihkan pada kegiatan-kegiatan penanganan 

pandemic covid. Hal ini berpengaruh terhadap realisasi 

penyerapan anggaran selama pandemi covid pada 

Kementerian/Lembaga. Realisasi penyerapan anggaran 
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pada Kementerian/Lembaga dikategorikan kedalam 3 

(tiga) tingkatan, yaitu: (1) tingkat penyerapan rendah 

apabila kurang dari 90%; (2) tingkat penyerapan sedang 

apabila antara 90% sampai dengan 94,99%; dan (3) 

tingkat penyerapan tinggi apabila realisasi penyerapan 

anggaran lebih dari 95%. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pandemi. covid-19 yang sudah 

berlangsung semenjak awal tahun 2020 

sampai dengan saat ini ikut berpengaruh 

dalam semua lini kehidupan, Aspek 

yang paling terdampak salah satunya 

adalah sektor ekonomi. Pandemi yang 

berlangsung hampir terjadi di seluruh 

bagian dunia mengacaukan kehidupan 

ekonomi, baik ekonomi di sektor privat 

(kehidupan ekonomi individu 

masyarakat) maupun ekonomi di sektor 

publik (pemerintahan). Banyak proses 

pengadaan yang terhambat dan bahkan 

sebagian harus dibatalkan. Pengadaan 

barang dan belanja modal yang telah 

direncanakan direview kembali 

berdasarkan skala prioritas. Untuk 

belanja barang dan belanja modal yang 

tidak mendesak terpaksa harus ditunda 

bahkan dibatalkan, untuk kemudian 

dialihkan untuk penanganan pandemi 

covid yang bersifat darurat dan sangat 

mendesak. Dalam proses pelaksanaan 

realisasi anggaran harus berdsarkan 

pada ketentuan peraturan yang berlaku 

serta memperhatikan rencana awal dari 

tujuan anggaran tersebut. 

Pembahasan dalam penelitian ini 

meliputi:  

1. Pengertian anggaran dan berbagai 

fungsinya; 

2. Bagaimana siklus realisasi anggaran; 

3. Bagaimana realisasi tingkat 

penyerapan anggaran 

Kementerian/Lembaga pada tahun 

2019 (sebelum pandemi covid-19); 

dan 

4. Bagaimana realisasi tingkat 

penyerapan. anggaran 

Kementerian/Lembaga pada tahun 

2020 (selama pandemi covid-19). 

 

 

METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada 

Kementerian/Lembaga yang ada di 

Indonesia dan berfokus pada tingkat 

realisasi penyerapan anggaran tahun 

anggaran 2019 dan tahun anggaran 

2020. 

2. Bahan dan Alat Penelitian 

 Sumber Data 

 Data yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah berupa data 

sekunder yang bersumber dari 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 

Anggaran 2020 yang telah diaudit 

oleh BPK. 

 Populasi dan Sampel 

 Populasi penelitian ini adalah 

seluruh Kementerian/Lembaga yang 

ada di Indonesia 

3. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa studi 

kepustakaan dengan menggunakan 

analisis deskriptif, yaitu metode 

penelitian terhadap status 
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sekelompok orang, suatu objek, 

kondisi, atau system konseptual, 

serta fenomena yang terjadi. 

 

PEMBAHASAN DAN HASIL 

Pengertian Anggaran 

Pengertian anggaran secara 

umum adalah suatu rencana yang dibuat 

secara sistematis berupa angka dan 

dinyatakan dalam unit moneter (uang) 

meliputi semua kegiatan yang 

dijalankan oleh suatu perusahaan 

maupun organisasi dalam jangka 

waktu/periode tertentu sebagai rencana 

yang akan dijalankan di masa yang akan 

datang. Suatu instansi maupun 

perusahaan harus memliki anggaran 

guna menjalankan proses bisnisnya. 

Tanpa adanya anggaran tentunya proses 

bisnis tidak dapat berjalan berjalan 

lancar, bahkan bias terhenti. Termasuk 

juga proses bisnis dalam hal pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat 

haruslah tetap berjalan dengan baik. 

Oleh karena itu setiap instansi pasti 

dibekali dengan anggaran. Anggaran 

bagi instansi  biasanya disusun tahunan, 

dan dituangkan dalam bentuk DIPA.. 

(Daftar Isian .Pelaksanaan Anggaran. 

Anggaran memiliki berbagai macam 

fungsi bagi organisasi maupun bagi 

perusahaan. Diantaranya: 

1. Fungsi Pelaksanaan 

Anggaran menjadi patokan dasar 

dan pedoman dalam pelaksanaan 

suatu proyek pekerjaan, sehingga 

pekerjaan tersebut dapat berjalan 

dengan lancar dan dapat 

mencapai tujuan yang 

diharapkan 

perusahaan/organisasi. 

2. Fungsi Perencanaan 

Anggaran dapat memberikan 

gambaran dan ilustrasi terhadap 

kegiatan apa saja yang akan 

dilakukan oleh 

organisasi/perusahaan, sehingga 

tujuan yang akan dicapai menjadi 

lebih terarah sesuai dengan 

perencanaan awal 

perusahaan/organisasi. 

3. Fungsi Koordinasi dan 

Komunikasi 

Anggaran dapat digunakan 

sebagai alat komunikasi dan 

koordinasi dalam instansi 

pemerintah. Apalagi untuk 

anggaran-anggaran tertentu yang 

bersinggungan antar instasi. 

Tentunya diperlukan komunikasi 

dan koordinasi agar tujuan dapat 

dicapai Bersama. 

4. Fungsi Penilaian Kinerja 

Anggaran dapat digunakan 

sebagai alat untuk menilai kinerja 

suatu organisasi. Penilaian 

dimaksud dapat dilakukan 

dengan membandingkan antara 

rencana dan realisasi anggaran 

yang ada. Selain itu dapat pula 

dilihat seberapa efektif dan efisien 

suatu organisasi/instansi dalam 

merencanakan dan menggunakan 

anggaran yang dimilikinya. 

5. Fungsi Kebijakan Fiskal 

Pada sektor pemerintahan public 

anggaran dapat berperan dalam 

menggerakkan roda 

perekonomian, mestabilkan 

perekonomian, serta untuk 

mendorong pertumbuhan 

ekonomi. 
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Siklus Realisasi Anggaran 

Siklus realisasi anggaran pada 

sektor public menurut Indra Bastian 

(2010:191) dimulai dari tahapan (1) 

pencairan anggaran (pengeluaran); (2) 

realisasi pendapatan; dan (3) 

Pelaksanaan. Tahapan tersebut dapat 

dikategorikan ke dalam 3 kegiatan 

utama yaitu: Persiapan, Pelaksanaan, 

dan Penyelesaian yang tentunya harus 

diimbangi dengan pengendalian dan 

pengawasan. Secara umum dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

1. Pencairan anggaran 

(pengeluaran), tahapan ini 

meliputi kegiatan prosedural 

membuat permintaan kas 

anggaran; tahap proses 

pelaksanaan meliputi kegiatan 

pengumpulan bukti untuk 

pencatatan, proses akuntansi, 

penyelesaian proses pencatatan 

barang dan modal, serta 

pelaporan kegiatan akuntansi. 

2. Realisasi pendapatan, yaitu 

dimulai dengan persiapan yang 

terdiri dari kegiatan 

mengkalkulasi potensi dan 

membuat peraturan dalam 

prosedur serta formulir; tahap 

proses pelaksanaan yaitu berawal 

dari kegiatan penagihan dan 

pengumpulan dokumen 

pendapatan; dan tahap proses 

penyelesaian terdiri dari kegiatan 

rekapitulasi realisasi pendapatan 

serta pengenaan sanksi dan 

insentif.  

3. Pelaksanaan program, tahapan 

dimulai dengan mempersiapkan 

yang terdiri dari kegiatan 

pembentukan tim dan membuat 

tata aturan serta pembagian 

beban kerja. Tahap proses 

pelaksanaan terdiri dari kegiatan 

melaksanakan  pekerjaan, 

sementara tahap penyelesaian 

terdiri dari kegiatan finalisasi 

produk dan pembuatan laporan. 

 

Realisasi Penyerapan Anggaran 

Kementerian/Lembaga 

 Realisasi anggaran dalam 

pelaksanaanya harus sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, serta harus 

selaras dengan rencana awal organisasi. 

Namun dalam kenyataannya proses 

realisasi anggaran dibutuhkan strategi 

dan kemampuan teknis agar realisasi 

penyerapan anggaran dapat berjalan 

optimal dan tepat sasaran. Kategori 

pemeringkatan realisasi penyerapan 

anggaran Kementerian/Lembaga diatur 

dalam PMK no. 258 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pemberian Penghargaan.. dan 

Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan 

Anggaran Belanja Kementerian 

Negara/Lembaga. Kategori peringkat 

Siklus Realisasi Anggaran

Persiapan Pelaksanaan Penyelesaian

Pengawas
an
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realisasi penyerapan anggaran 

dimaksud yaitu: 

a. Kategori realisasi penyerapan 

anggaran tinggi 

Kategori ini diperuntukkan bagi 

instansi dengan realisasi 

penyerapan anggaran lebih dari 

atau sama dengan 95% dari 

anggaran; 

b. Kategori realisasi penyerapan 

anggaran sedang 

Kategori ini diperuntukkan bagi 

instansi dengan realisasi 

penyerapan anggaran 90% sampai 

dengan 94,99% dari anggaran; 

c. Kategori realisasi anggaran rendah 

Kategori ini diperuntukkan bagi 

instansi dengan realisasi 

penyerapan anggaran kurang dari 

90%. 

 Realisasi penyerapan anggaran 

pada seluruh Kementerian/Lembaga 

pada tahun 2019 (sebelum pandemi 

covid) adalah sebagai berikut: 

 

Dari data tersebut diatas dapat diketahui 

bahwa pada tahun 2019 (sebelum 

pandemi covid) terdapat 12 

Kementerian/Lembaga dengan predikat 

penyerapan anggaran rendah, 13 

Kementerian/Lembaga dengan predikat 

realisasi penyerapan anggaran sedang, 
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dan 61 Kementerian/Lembaga dengan 

predikat realisasi penyerapan anggaran 

tinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa  

mayoritas Kementerian/Lembaga dapat 

melaksanakan realisasi penyerapan 

anggaran dengan baik (tinggi). 

 Sedangkan realisasi penyerapan 

anggaran Kementerian/Lembaga pada 

tahun 2020 (selam pandemi covid-19) 

dapat terlihat pada data berikut: 

 

 Dari data tersebut diatas dapat 

diketahui bahwa pada tahun 2020 

(selama pandemi covid) terdapat 16 

Kementerian/Lembaga dengan predikat 

penyerapan anggaran rendah, 37 

Kementerian/Lembaga dengan predikat 

realisasi penyerapan anggaran sedang, 

dan 34 Kementerian/Lembaga dengan 

predikat realisasi penyerapan anggaran 

tinggi.  

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan data realisasi 

penyerapan anggaran pada tahun 2019 

(sebelum pandemic) dan data realisasi 

penyerapan anggaran tahun 2020 

(selama pandemi) dapat disimpulkan 

bahwa pandemi covid turut 

mempengaruhi tingkat realisasi 

penyerapan anggaran pada 

Kementerian/Lembaga. Mayoritas 

Kementerian/Lembaga mengalami 

penurunan tingkat realisasi penyerapan 

anggaran. Hal ini dapat terlihat pada 

tabel perbandingan kategori tingkat 

realisasi penyerapan anggaran berikut: 

Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran 

Kementerian/Lembaga 

 

 

Kategori Jumlah Kementerian 

Lembaga 

2019 2020 

1 Rendah 12 16 

2 Sedang 13 37 

3 Tinggi 61 34 

Jumlah 86 87 
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SARAN 

Guna meningkatkan kualitas 

realisasi penyerapan anggaran pada 

Kementerian/Lembaga, strategi dan 

langkah-langkah yang dapat dilakukan 

yaitu: 

1. Lebih selektif dalam perencanaan 

anggaran 

Melalui perencanaan anggaran yang 

lebih selektif, diharapkan akan 

mengurangi kemungkinan anggaran 

tersebut tidak terserap (terealisasi). 

Hal ini tentunya akan meningkatkan 

kualitas penyerapan anggaran pada 

Kementerian/Lembaga. 

2. Melonggarkan kebijakan revisi 

anggaran 

Revisi anggaran ini dimaksudkan 

agar Kementerian/Lembaga lebih 

fleksibel dalam penggunaan 

anggarannya. Sehingga apabila ada 

anggaran yang kemungkinan besar 

tidak terealisasi (tidak dapat 

terserap), Kementerian/Lembaga 

dapat segera melakukan revisi 

anggaran ke output/kegiatan yang 

lebih mendesak dan lebih penting. 
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